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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa
atas limpahan rahmat dan karuniaNya hingga kami dapat
menyelesaikan penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2025-2029.

Renstra Kecamatan Binjai Hulu adalah implementasi dari
amanat Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu pada dasarnya adalah
komitmen bersama yang lahir dari nilai dan norma organisasi melalui
pemahaman yang bersifat incremental (senantiasa meningkat dan terus
menerus) dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang
diharapkan di masa depan.

Semoga Rencana Strategis Kecamatan Binjai Hulu ini menjadi
arah, pedoman dan motivasi peningkatan Kkinerja bagi aparatur
Pemerintahan Kecamatan Binjai Hulu dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya.

Binjai Hulu, 1 April 2025

NIP. 19740322 200212 1 003



DAFTARISI

KATA PENGANTAR.....oieetemseesseessessssessssesssssssssesssssssssessssessssssssssessssssssssssssessssessssssssssssssssssasessaneses I

) Sl 17 PN ii

BAB 1 PENDAHULUAN ...cocnmmmmmmmmmsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassans 1
1.1.  Latar Belakang ... sesssesssessesssessees 1
1.2, Landasan HUKUM ... ssessessessesssesssssssssessssssessees 3
1.3, Maksud Dan TUJUAN ... sssssssssssssssssssesssssesns 4
1.4.  Sistematika PEenuliSan......ccooenenneenecneenneseseeseeseeseesseseesseesessessesees 5

BAB Il GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DANISUSTRATEGIS............ 7
KECAMATAN BINJAI HULU. ...couvnmmmnmmsmsmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassas 7
2.1.  Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi..........oeeeseesseesenns 7
2.2.  Sumber DayaKecamatan Binjai HulU ........ccoccovneneenseenecneenecneinecnees 16
2.3.  KinerjaPelayanan Kecamatan Binjai Hulu......coccoveereneeoneneconenecnnenes 20
24. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.5

2.6.

2.7.

2.8

Kecamatan Binjai HUlU.....cceeseeseeeceeeseeseeesseesssessseeseesseeenns 23

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan ...t 25
Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil
KePala Daerah......ceeieereeeineeeieciseesessesssessesssessessessessssssssssssssssssssanes 26
Telaahan RenstraK/L dan Renstra Provisi.......ccooeneenseensesneeneens 27

Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 29
Lingkungan Hidup .......ccooeiirinininiceee e



BAB III

BAB VI

BABYV

2.9. Penentuan Isu-IsuStrategis

TUJUAN ,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Binjai

3.1. Strategi dan Arah Kebijakan

PROGRAM , KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN URUSAN
PENUTUP

39
39



BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan
Pembangunan Daerah pada Pasal 1 Ketentuan Umum ditegaskan bahwa
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang selanjutnya
disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5
(lima) tahun.

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat,
Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan
yang Baik dan Bersih merupakan sebuah pilihan tujuan dan cita-cita yang
telah menjadi komitmen bersama untuk dicapai dalam penyelenggaraan
pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode 5 tahun mendatang yaitu
tahun 2016-2021. Komitmen ini harus dilakukan secara bersama-sama oleh
berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) yang ada. Untuk mencapai
tujuan dan cita-cita pembangunan daerah tersebut, maka proses
pembangunan daerah harus dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sampai
dengan tahap pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasilnya.

Berangkat dari pemikiran itu, fungsi perencanaan, baik dilihat dari
sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan adalah salah satu
instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya
terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang
dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dengan kata lain, melalui
perencanaan pembangunan yang baik akan dapat dihasilkan pelaksanaan
pembangunan yang diharapkan dapat memberikan manfaat sesuai dengan

harapan.



Perencanaan dalam pembangunan daerah sangat penting untuk
merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang
bersifat jangka panjang (dua puluh tahun), menengah (lima tahun) dan
pendek (satu tahun). Perencanaan pembangunan perlu didasarkan pada
pemahaman data dan informasi yang akurat, utuh, lengkap dan komprehensif
tentang potensi daerah, penguatan komunikasi, koordinasi dan konsultasi
secara terus menerus dengan para pemangku kepentingan serta pelaksanaan
pengendalian dan evaluasi yang teratur dan terpadu. Kecamatan Binjai Hulu
perlu menyusun Rencana Strategis SKPD dengan berpedoman pada RPJMD
Kabupaten Sintang. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan
Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 menjadi bagian penting
dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah;
pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah 2025-2029; dan
pertanggungjawaban kinerja (akuntabilitas) kepada publik.

Mengingat peran dan fungsi Renstra Kecamatan Binjai Hulu sangat
penting bagi Kecamatan Binjai Hulu dan Masyarakat, maka penyusunan
Renstra Kecamatan Binjai Hulu dilakukan secara transparan dan partisipatif
untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang menyeluruh dan
berkesinambungan. Renstra Kecamatan Binjai Hulu Tahun 2025-2029 berisi
visi, misi, tujuan, kebijakan dan program pembangunan yang akan
dilaksanakan oleh Kecamatan Binjai Hulu disertai dengan rencana kegiatan
dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang,
Kecamatan Binjai Hulu mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses
perencanaan pembangunan di daerah dapat berjalan dengan baik, tersusun
secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah
kepada pencapaian visi dan misi Kabupaten Sintang. Untuk merealisasikan
strategi pencapaian visi dan misi daerah, secara fungsional Kecamatan Binjai
Hulu Kabupaten Sintang dituntut untuk mampu menterjemahkannya ke
dalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

daerah berupa Rencana Strategis (Renstra). Keberadaan Renstra ini akan



1.2.

menterjemahkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 serta menjadi acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang yang berlaku satu tahun.

Atas dasar pemahaman itu, disusun Rencana Strategis Kecamatan
Binjai Hulu Tahun 2016-2021 yang merupakan perwujudan dari pola pikir
strategis dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban
guna mendukung pencapaian visi dan pembangunan daerah seperti yang

terdata dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029.

Landasan Hukum
Dalam menyusun Renstra Kecamatan binjai Hulu Kabupaten Sintang

Tahun 2025-2029 ini mengacu pada landasan hukum sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerabh.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah.

7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerabh.

8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalain dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



9) Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131. 61-400 dan No. 132. 61-401
Tahun 2020 tentang Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati Sintang
Masa Jabatan Tahun 2025-2029.

10) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 050/795/S] tentang RPJMD dan
RKPD Tahun 2017.

11) Keputusan Bupati Sintang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Mengenai Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang.

12) Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

13) Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Struktur
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.

14) Peraturan Bupati Sintang Nomor Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun

2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud
Adapun maksud penyusunan Renstra Kecamatan Binjai Hulu
ialah menjabarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan
program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-
2026 menjadi visi, misi, tujuan, strategi, program dan kegiatan
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 yang
disertai dengan indikator kinerja utama sebagai dasar pengendalian dan

evaluasi.

b. Tujuan
1) Untuk menjamin adanya perencanaan dalam program dan kegiatan

yang menjadi prioritas utama sesuai dengan kebutuhan.

2) Untuk mewujudkan kesepakatan, kesepahaman dan keselarasan
program kegiatan yang telah direncanakan secara partisipatif oleh

semua stakeholder di Kecamatan Binjai Hulu.



3) Sebagai Indikator keberhasilan Kecamatan Binjai Hulu dalam
melaksanakan program kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) Tahun.
4) Sebagai acuan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Binjai Hulu.

1.4. Sistematika Penulisan
Sebagaimana layaknya suatu dokumen perencanaan, Renstra
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 disusun dengan

sistematika sebagai berikut :

BABI : PENDAHULUAN
1.1  Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4  Sistematika Penulisan
BABII : GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN BINJAI HUIU
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Binjai

Hulu
2.2 Sumber Daya Perangakat Daerah
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.4 Tantangan dan Peluang

2.5 Identifikasi Permasalaan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Pelayanan Kantor Kecamatan Binjai Hulu

2.6 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih
2.7 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

2.8 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

2.9 Penentuan Isu- isu Strategis



BABIIl : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI KANTOR KECAMATAN BINJAI HULU
KABUPATEN SINTANG
3.1 Identifikasi Permasalaan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Pelayanan Kantor Kecamatan Binjai Hulu.
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Bupati dan Wakil
Bupati Terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BABIV : TUJUAN,SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.2 Strategi dan Arah Kebijakan

BABVII : PENUTUP



BABII

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
KECAMATAN BINJAI HULU KABUPATEN SINTANG

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
a. Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 Bab
IV Pasal 4 (empat), bahwa Kecamatan adalah merupakan unsur perangkat
Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif berada
dibawah Koordinasi Sekretaris Daerah.
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian Rumah
Tangga Daerah, Urusan Sekretariat Umum, Urusan Ketentraman, Ketertiban
dan Perlindungan Masyarakat, Urusan Ekonomi dan Pembangunan,
Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Pelayanan Umum yang berada di
Kecamatan sesuai dengan sebagaian Kewenangan Pemerintah yang
dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.
b. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas sebagimana dimaksud diatas, Kecamatan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
1) Penyelenggaraan Kesekretariatan Kecamatan.
2) Penyelenggaraan Pembangunan.
3) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
4) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban
umum.
5) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan.
6) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan
umum.
7) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan.



8) Membina Penyelenggaraan Pemerintah desa/kelurahan.

9) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup
tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau
kelurahan.

10) Evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi.

11) Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di
bidang Pemerintahan Kecamatan.

12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagian
kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

. Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008, Bab
[l Pasal 3 (tiga) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1) Camat.
2) Sekretaris Kecamatan terdiri dari :
a) Subbagian Keuangan, Program dan Perlengkapan
b) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3) Seksi Pemerintahan.
4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan.
6) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.
7) Seksi Pelayanan Umum.
8) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sejalan dengan tugas dan fungsi Kecamatan sebagai perangkat
daerah yang dipimpin oleh Camat juga mempunyai tugas untuk
melaksanakan kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati
kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Pada
Tahun Anggaran 2010, program pelaksanaan wewenang pemerintah yang
dilimpahkan Bupati kepada Camat Binjai Hulu antara lain :

1) Memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Pelantikan

Kepala Desa dan BPD.



2)
3)
4)

5)

6)

7)

8)
9)

Memfasilitasi Penyelenggaraan Kerja sama antar desa dan penyelesaian
perselisihan batas desa.

Memfasilitasi Penyusunan APB Desa melalui Bimtek APB Desa.
Menyelenggarakan Lomba Desa Tingkat Kecamatan.

Melaksanakan kegiatan Bimtek teknis dan Monitoring penerapan Tata
Naskah Dinas bagi Pemerintah Desa.

Memfasilitasi dan Koordinasi penyeleggaraan pembangunan di
Kecamatan Binjai Hulu melalui kegiatan Musrenbang Tingkat Desa,
Tingkat Kecamatan sampai Tingkat Kabupaten.

Pembinaan dan pengembangan serta pemantauan Kkegiatan
perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan.
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.

Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan program pendidikan, Generasi

Muda, Keolahragaan, Kebudayaan, Kepramukaan serta Peranan Wanita.

10) Optimalisasi Pengelolaan PPB di Wilayah Kecamatan Binjai Hulu.



Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

Tahun 2025-2029

Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Kecamatan Binjai Hulu (keadaan 1 April 2025).

Gambar 2.1

CAMAT

JONNY, S.Sos, MSi
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19740322 2002121006

KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL

SEKRETARIS KECAMATAM
YACOBUS DOZY.S.K.M.M.A.P
Pembina (IV/a)
NIP.19820921 201402 1 002

KASUBBAG KEUANGAN, PROGRAM &
PERLENGKAPAN
SRIANA, S.Sos
Penata TK.1 (IlI/D)
NIP.19791212 199803 2 001

KASUBBAG UMUM &
KEPEGAWAIAN
RULLA SISKA WARDANLS.HUT
Penata Muda Tk. I (I1I/b)
NIP.19830919201001 2013

KASI PEMERINTAHAN
MICHAEL NORMAN, S.IP
Penata Tk.I (I11I/D)
NIP.19910510 201206 1 001

KASITRANTIB & LINMAS
MUH. YASIR, S.Sos
Penata Tk.I (11I/D)

NIP.19690702 199809 1 001

KASI EKBANG
YAKOBUS ENDIKUMALA, SE
Penata Tk.1 (I11I/d)
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ELBA LUKAS, S.Sos

Penata Tk.1 (III/d)
NIP.19941121 200502 1 002

KASI PELAYANAN UMUM
ATAT, S KMM.A.P
Pembina (IV/a)
NIP.19751009 199602 1 003
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Dari Struktur/susunan Organisasi Kecamatan dapat kami paparkan
tentang tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :
1. Camat.

Camat adalah kepala Kecamatan yang mempunyai tugas memimpin,

membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman, ketertiban

dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi
dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan
sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

a) Merumuskan  kebijakan  dalam  pembinaan, penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan
kesekretariatan kecamatan.

b) Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah
yang diselenggarakan di kecamatan.

c) Mengkoordinasikan  kegiatan =~ kecamatan @ dan  pemerintahan
desa/kelurahan, ketentraman, Kketertiban dan pelayanan umum,
peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan
pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan.

d) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

e) Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang di limpahkan Bupati
kepada Camat.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas Pokok Sekretaris Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas

Kecamatan di bidang kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan

kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan

pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas di maksud sekretaris kecamatn mempunyai

fungsi :



a) Pelaksanaan pengelolaan urusan umum yang meliputi Rumah Tangga,
surat menyurat, hubungan kemasyarakatan, dokumentasi/kearsipan dan
protokoler serta pengelolaan urusan kepegawaian.

b) Pelaksanaan pengelolaan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan
administrasi, perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta
inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan.

c) Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang
meliputi Penyusunan Anggaran dan pertanggung jawaban keuangan
kecamatan.

d) Penyusunan Rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan
ketatausahaan.

e) Pelaksanaan Koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

2.1. Subbagian Keuangan, Program dan Perlengkapan..
Tugas pokoknya adalah melaksanakan administrasi keuangan, laporan
keuangan dan mengkoordinasikan penyusunan program Kecamatan
serta penataan dibidang pelengkapan Kantor Kecamatan, penataan aset
dan pemeliharaan perlengkapan.

2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
Tugas pokoknya adalah penatausahaan di bidang administrasi umum,
penataan surat-surat dinas dan pelayanan administrasi kepegawaian.

3. Seksi Pemerintahan.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan tugas Kecamatan di bidang urusan

pemerintahan yang meliputi urusan pemerintah, pemerintahan

desa/kelurahan, serta mengkoordinasikan penyelenggaran pemerintahan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud seksi pemerintahan mempunyai fungsi

sebagai berikut :

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan

pelaporan urusan pemerintahan.



b) Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di  bidang
pemerintahan dan pemerintahan desa/kelurahan.

c) Penyusunan rencana pembinaan dan pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan sipil.

d) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan
pemerintahan, kependudukan dan pertanahan.

e) Penyusuanan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan
pendapatan dan sumber daya Pemerintahan Desa.

f) Pengelolaan administrasi pertanahan.

g) Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan aset
Kecamatan dan aset kekayaan desa/kelurahan.

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Seksi Kententraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai

tugas melaksanakan sebagian tugas Kecamatan di bidang Ketertiban Umum

dan Perlindungan Masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat

Desa serta Mengkoordinasikan Pembinaan Kententraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat.

Untuk Melaksanakan Tugas Seksi Kententraman, Ketertiban dan

Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a) Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi
pelaporan urusan Kkententraman, Kketertiban dan perlindungan
masyarakat.

b) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan
ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

c) Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong
praja.

d) Penyusunan program Pelayanan perijinan di wilayah Kecamatan.

e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.



5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan.

Tugas pokoknya adalah melaksanakan penyusunan perencanaan dan

mengkoordinasikan  peningkatan  perekonomian  masyarakat dan

penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan

prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Seksi Ekonomi Dan Pembangunan

mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi.

b. Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana
perekonomian masyarakat dan pembangunan masyarakat desa.

c. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan
peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa.

d. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan
dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan.

e. Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan
di Kecamatan dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

f. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan
program kecamatan.

g. Pengedalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan dan sarana
prasarana Kecamatan.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Tugas Pokoknya adalah melaksanakan pembinaan kesejahteraan

masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial keluarga berencana dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan

haji, pendidikan dan kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan

pemuda, olahraga, pemberdayaan masyarakat dan ketenaga-kerjaan serta

mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.



Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan

Masyarakat mempunyai fungsi sebagai berikut:

a) Penyusunan program, pembinaan pelayanan dan bantuan sosial,
pembinaan kepemudaan, pemerdayaan perempuan, pemuda dan olah
raga dan pemberdayaan masyarakat.

b) Penyusunan rencana pembinaan pelayanan dan bantuan sosial,
pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olahraga dan
pemberdayaan masyarakat.

c) Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan,
kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya Desa.

e) Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan
pemanfaatan teknologi tepat guna, pengendalian, evaluasi dan
penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi
tepat guna dan sumber daya masyarakat Desa.

f) Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan
dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan Pemberdayaan
Masyarakat.

g) Penginventarisasian permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat
dan penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah.

h) Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha
peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

Seksi Pelayanan Umum

Tugas pokoknya adalah melaksanakan pelayanan umum yang meliputi

semua urusan pelayanan umum, kekayaan, inventarisasi kecamatan,

kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pelayanan Umum

mempunyai fungsi sebagai berikut :



a) Penyusunan Program dan penyelenggaraan pembinaan pelayanan dan
inventarisasi kekayaan kecamatan.

b) Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan
kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan.

c) Penyusunanrencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan
perijinan.

d) Penyusunanrencana dan pembinaan pelayanan umum.

e) Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventarisasi
Desa/Kelurahan, kebersihan, perijinan dan fasilitas umum.

f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas

dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
a. Sumber Daya Manusia

Komposisi pegawai Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang terdiri
dari sejumlah personil yang masing-masing mengisi jabatan struktural dan
staf sebagai pelaksana sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Secara
terperinci, komposisi pegawai di Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
menunjukkan data sebagai berikut :

Tabel 2.2

Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin
(Posisi Per 1 April 2025)

No Jenis Kelamin Jumlah
1 | Laki- Laki 12
2 | Perempuan 3
Jumlah 15
Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
No Tingkat Pendidikan Jumlah
1 | PascaSarjana (S2) 7
2 | Sarjana (S1) 4
3 | Diploma -




4 | SLTA 4

5 | SLTP -
Jumlah 15
Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural
No Jenis Diklat Jumlah
1 | Adum/Diklatpim IV 4
2 | Spama/Diklatpim III 2
3 | Spamen/Diklatpim II -
Jumlah 4
Tabel 2.5

Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Fungsional
Di Bidang Perencanaan dan Pembangunan

No Jenis Diklat Jumlah
1 | Pendidikan kebendaharaan APBD 1
2 | Kursus Manajemen Proyek (KMP)
3 | Pemegang Kas 1
4 | Pendidikan dan Pelatihan
Perencanaan Umum (RPJMD,
renstra SKPD, Renja SKPD) 3
Jumlah 6

Tabel 2.6
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang

No Golongan Jumlah

1 | Pembina Tk. (IV/b) 1
Pembina (IV/a) 2
Jumlah 3

2 | Penata TingkatI (I1I/d) 5
Penata (I11/c) -
Penata Muda Tingkat I (I1I/b) 2
Penata Muda (I11/a) -
Jumlah 7

3 | Pengatur TingkatI (I1/d) -




Pengatur (II/c)
Pengatur Muda Tingkat I (II/b)
Pengatur Muda (II/a)

Wl ==

Jumlah
4 | Juru TingkatI (I/d) -
Juru (I/c) -
Juru Muda Tingkat I (I/b) -
Juru Muda (I/a) -

Jumlah -

5 | CPNS:
- Penata Muda (IlI/a) -
- Pengatur Muda (1I/a) -
Jumlah -
Jumlah Keseluruhan 15

b. Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan
sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Binjai Hulu
Kabupaten Sintang. Hingga saat ini, Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten
Sintang memiliki sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Binjai
Hulu telah memiliki gedung sendiri yang bersifat permanen cukup memadai
untuk menampung pelaksanaan tugas. Adapun jenis sarana dan prasarana
yang dimiliki oleh Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang adalah sebagai

berikut :



Tabel 2.7
Daftar Sarana dan Prasarana Kecamatan Binjai Hulu
(Posisi Per 1 April 2025)

No Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 | Bangunan Gedung 2 1 ]13 1}1{aalrr11é)111~la
2 | Kendaraan Dinas

- Kendaraan Roda 4
(Empat) 1
- Kendaraan Roda 2 (Dua) 10
3 | Laptop 6
4 gomputer (Personal 5 2 Rusak
omputer)
5 | Mesin Ketik Manual 3 1 Rusak
6 | TV Berwarna 2
7 | Meja Tulis 10
8 | Kursi Tamu 2
9 | Kursi Putar 7

10 | Meja Komputer 5 Rusak

11 | Lemari Pakaian 2

12 | Brankas 1 Rusak

13 | Filling Cabinet 6

14 | Meja kursi Tamu 1

15 | Rak Buku 4

16 | Printer 6 Buah 3 Rusak

17 | Meja Kerja 17 Buah

18 | Kursirapat 18 Buah

19 | Sound System 1 Buah

20 | Micro Phone 2 Buah

21 | Radio SSB 1 buah

22 | Parabola 1

23 | Pendingin AC 2

24 | Layar LCD 2

25 | Infocus 1




2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu
Berdasarkan sasaran/target Renstra sebelumnya dapat diberikan gambaran,
terkait dengan tingkat capaian kinerja pelayanan Kecamatan Binjai Hulu .

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Binjai Hulu dapat dilihat pada tabel T-C. 23

Sebagaimana berikut :

TABEL T-C.23/tabel 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BINJAI HULU
Target Target Renstra Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian pada Tahun Ke-
No Indikator Kinerja sesuai | Target| Targe| Indikator
1 Tugas dan Fungsi NSPK| tIKK| Lainnya 2026 | 2027 2027
(RPJMD)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 13 14 15 16 17 18| 19 20
1. |Jumlah Bimtek/ Diklat yang
diikuti oleh Pegawai/ Aparatur
Kecamatan
*Bimtek Pengelolaan Keuangan 2 Orang 2 Orang| 2 Orang| 2 Orang| 2 Orang 0 0 20rang00Orang| 0 Orang| 0%| 0%[100% (0% 0%
* Bimtek Pengelolaan Barang/ 10rang 1 Orang| 0 Orang| 0 Orang| 0 Orang O 0 0 Orangl 0Orang 00rang 0%| 0%| 0% 04 0%
2.|Jumlah Pengadaan Sarana dan
* Pengadaan Kendaraan Dinas 1Unitf 1Unitf 2Unit| 1Unitf 1Unitf 1Unif 1Unif 2Uniy 1Unit] 0Unif100%]| 100%(100% 100% 0%
(Kendaraan Roda Dua)
* Pengadaan Mebeleur 1Jenis| 1]Jenis| 2]Jenis| 1Jenis| 1Jenis| 1]Jenis| 1Jenis| 2]Jenis| 0]enis| 0Jeni§100%| 100%|100% 0% 0%
*Pengadaan Perangkat 4Unitf  2Unit| 2Unif 3Unit| 3Unit{ 4Unitf 2Uniy 2Uni§ 3Unitf 0Uni§100%| 100%[100% 100% 0%
Komputer dan Printer
*Pengadaan Pakaian Dinas atau 1Jenis| 1Jenis| 2]Jenis| 1Jenis| 1Jenis| 1]Jenis| 1Jenis| 2]Jenis| 0]Jenis| 0]Jeni§100%| 100%|100% 0% 0%
Hari-hari tertentu
3.|Jumlah Pemeliharaan
*Pemeliharaan  Kendaraan 1Unit| 1Unit| 1Unit| 12 Unitf 11Unif 1Uniy 1Unit 1Unitf 12 Unif 11 Unif100%]| 100%|100% 100% 100%
Dinas/ Operasional
*Pemeliharaan  Perangkat 4Unit| 4Unitf 4Unit| 4Unit| 4Unit| 4Unitf 4Uniy 4Unif 4Unit| 4Unif100%| 100%|100% 100% 100%
Komputer dan Printer
4. |Jumlah PKK Desa yang dibina 2Desa| 2Desa| 2Desa| 2Desa| 2Desa| 2Desa| 2Desa| 2Desal 2Desa| 0Desa100%| 100%|100% 100% 0%
5 |Jumlah Satlinmas Desa yang 11 Desal 11 Desa| 11 Desa| 11 Desaf 11 Desa 11 Desa| 11 Desa| 11 Desal 11 Desa| 0 Desg 100%]| 100%|100% 100% 0%
6 |Jumlah Desa yang 11 Desa| 11 Desaf 11 Desa| 11 Desa| 11 Desaf 11 Desa| 11 Desa| 11 Desal 11 Desa| 0 Desal 100%| 100%|100%] 100% 0%
melaksanakan Musrenbang
7 |Jumlah Desa yang difasilitasi 11 Desa| 11 Desaf 11 Desa| 11 Desa| 11 Desaf 11 Desa| 11 Desa| 11 Desal 11 Desa| 0 Desal 100%| 100%|100% 100% 0%
Penyampaian SPPT PBB dan
Optimalisasi Pemungutan PBB
8 | Jumlah Titik Distribusi Raskin 11 Desa| 11 Desal 11 Desa| 11 Desaf 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 0 Desgf 100%| 100%|100% 100% 0%
yang dimonitor
9 | Jumlah Desa yang didata dan 11 Desa| 11 Desa 11 Desaf11 Desaf 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 0 Desg 100%| 100%|100% 100% 0%
dibina Pelaku Usahanya
10(Jumlah Fasilitasi Peringatan 1Keg| 1Keg| 1Keg| 1Keg| 1Keg| 1Keg| 1Keg| 1Keg| OKeg| 0Keg|[100%| 100%|100% 0% 0%
Hari Besar Nasional
11{Jumlah Monitoring, evaluasi 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa|11 Desal 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 11 Desa| 0 Desal 100%| 100%|100% 100% 0%
dan pelaporan pelaksanaan
ADD




Dari Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam penjabaran diatas

maka secara umum dapat dijelaskan beberapa Kinerja Kecamatan Kelam

Permai sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Bidang Pemerintahan.

a)
b)

f)

Terlaksananya pembinaan administrasi bagi Perangkat Desa.
Terlaksananya inventarisasi aset-aset fasilitas umum yang berada di
wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Terlaksananya pengangkatan sekretaris desa sebanyak 12 orang.
Terlaksananya pembinaan dan evaluasi penarikan PBB yang dilakukan
oleh desa.

Terlaksananya pembinaan, evaluasi dan monitoring Anggaran Dana Desa
(ADD).

Terlaksananya Rapat Kerja Camat dengan Kades dan Perangkat Desa.

2. Bidang Pembangunan.

a)

b)
c)

d)

Terlaksananya kegiatan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) di
Tingkat Desa dan Tingkat Kecamatan.

Terlaksananya kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.
Terlaksananya pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan
kegiatan pembangunan di wilayah kecamatan Binjai Hulu.

Terlaksananya pembinaan guna meningkatkan keamanan dan ketertiban
di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Terlaksananya Pemantauan dan pelaporan pelestarian lingkungan hidup
di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Terlaksananya pembinaan dan pengembangan serta pemantauan

kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan kepariwisataan.

3. Bidang Kemasyarakatan.

a)

b)

Terlaksananya pendataan terhadap organisasi kemasyarakatan, pemuda
dan olahraga yang ada di wilayah Kecamatan Binjai Hulu.

Penyelenggaraan Lomba/Penilaian Desa Tingkat Kecamatan.



c) Terlaksananya pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama.

d) Terlaksananya pembinaan terhadap pemberdayaan perempuan,
kesehatan masyarakat dan lingkungan.

e) Terlaksananya pembinaan dan pengawasan program pendidikan,
generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan
wanita.

Adapun Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Kantor Kecamatan Binjai Hulu dapat dilihat pada Tabel. T.-C.24



Tabel 2.9 /Tabel T-C. 24
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pencapaian

Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

Rata-rata

Uraian (Urusan, Anggaran Tahun Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Pertumbuhan
Program,Kegiatan, Keterangan
Sub Kegiatan) 2026 2027 2026 2027 2026 2027
1 3 4 5 6 7 8 9 14
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Penyediaan Gajidan
Tunjangan ASN 1,382,931,899 1,318,795,151 1,563,296,653 1,426,789,441 1,519,524,762 1,282,931,899 1,218,795,151 1,319,463,897 1,333,305,247 - 93 92 84 93 - (0.10) (0.04)
Administrasi Kepegawaian Perangkat Dareah
Pengadaan Pakaial
Dinas Beserta Atrib 18,500,000 0f 19,000,000 - E 18,500,000 - 19,000,000 - - 100 - 100 - - 1.00 1.00
Kelengkapannya
Pendidikn day
Pelatihan ~_Pegawa 34,540,000 35,470,000 38,360,000 N k 34,540,000 35,440,000 33,098,300 . - 100 100 86 . . 1.00 1.00
Berdasarkan Tugas
dan Fungsi
Administrasi Umum Perangkat Daerah
enyediaan ATK,
ahan
Penyediaan Peralatan| omputer, Alat
dan Perlengkapan| 39,750,000 42,534,000 82,402,000 47,093,000 39,206,200 39,750,000 42,534,000 82,402,000 45,443,000 - 100 100 100 96 - 0.01 (0.14) fumah Tangga
kantor ainnya(Home
se) dan Belanja
omputer
P diaan Peralat Penyediaan Alat
enyediaan Feraiatan 2,376,300 2,799,500 2,799,500 2,799,500 6,657,200 2,376,300 2,799,500 2,799,500 2,799,500 - 100 100 100 100 - (1.80) (0.18) [anBahan
Rumah Tangga ebersihan
1) Penyediaan
. BM dan Gas (2)
Penyediaan Bahan .
Logistik Kantor 41,350,000 41,350,000 43,007,000 30,740,000 45,430,880 41,295,700 41,295,700 42,991,700 30,723,700 - 100 100 100 100 - (0.10) 0.26 |enyediaan
8 akanan dan
inuman Rapat
Penyediaan Barang
Cetakan day 3,967,500 8,797,500 8,797,500 8,797,500 11,660,000 3,967,500 8,797,500 8,794,500 8,797,500 100 100 100 100 - (1.94) (1.22)
Penggandaan
Penyelenggaraan Rak I
Rapat Koordinasi dan 26,010,000 26,010,000 26,010,000 1 . 25,426,766 25,426,766 25,426,766 - 98 98 98 - - 1.00 1.00 “’; var
Konsultasi SKPD aera
PengadaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan
Kendaraan Dinas 22,450,00( 22,450,000 47,050,000 35,050,000 ] 22,450,000 22,450,000 43,860,000 35,050,000 - 100 100 93 100 - 1.00 (056)
Operasional atau
lapangan
Pengadaan Mebeleur 5,500,000 8,950,000 7,810,000 1,650,000 E 5,500,000 8,950,000 7.810,000 - _ 100 100 100 - 1.00
Penyediaan JasaF jang Urusan Pemerintahan Daerah
P di Surat
Nf:,f';ur':f nJasa Sura 1,525,500 1,525,500 1,525,500 1,525,500 1,922,000 1,525,500 1,525,500 1,525,500 1,494,000 E 100 100 100 98 . (026) 002
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber 4,200,000 4,200,000 4,200,000 4,200,000 3,000,000 2,666,971 2,665,120 2,667,171 2,630,722 - 63 63 64 63 - 0.29 0.01
DayaAir dan Listrik




Penyediaan Jasa
Peralatan dan
Perlengkapan kantor

2,875,000

3,050,000

3,050,000

3,050,000

2,296,000

2,875,000

3,050,000

3,050,000

3,050,000

100

100

100

100

0.20

(0.06)

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Kantor

77,400,000

77,400,000

77,400,000

89,019,000

97,761,600

77,400,000

77,400,000

77,400,000

85,179,000

100

100

100

96

(0.26)

0.02

Pemeliharaan Barang

Milik Daerah P

Urusan Pemeri

Daerah

Penyediaan Jasa|
Pemeliharaan, Biayal
Pemeliharaan dan|
Pajak Kendaraan|
PeroranganDinas

atau Kendaraan Dina
Jabatan

20,600,000

20,600,000

20,600,000

20,600,000

33,094,200

19,638,700

19,638,700

19,638,700

19,058,200

95

95

95

93

(0.61)

(0.06)

PROGRAM PENYELEN

GGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

63,020,00

63,020,00(

63,020,00(

42,590,00(

55,320,000

63,020,000

62,975,000

62,730,000

42,585,000

100

100

100

100

0.12

0.03

akor Dalam
aerah

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Penyelenggaraan Urusan Pemerinytahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit

Kerja Perangkat daerah yang adadi Kecamatan

Peningkatan
Efektifitas
Pelaksanaan
Pelayanan kepada

Masyarakat di
wilayah Kecamatan

9,986,00

9,986,00(

9,986,00(

8,736,00(

9,966,00(

9,966,00(

9,966,000}

8,456,000

100

100

100

97

100

032

Kegiatan PATEN

P Urusan Pemeri

yang Dilil

kepada Camat

Pelaksanaan Urusa
Pemerintahan yan
terkait dengan|
Nonperizinan

71,032,160

71,032,160

71,032,160

45,965,000

45,965,000

71,012,160

70,974,160

70,974,160

45,925,000

100

100

100

100

035

035

Kegiatan
ptimalisasi
BB, KIAT Guru,
onitoring
askin dan
flasidaerah

Pelaksanaan Urusa
Pemerintahan yan
terkait dengan|
Kewenangan Lain
yangDilimpahkan

65,600,000

65,600,000

65,600,000

18,689,16(

65,600,000

65,600,000

65,600,000

18,689,160

100

100

100

100

1.00

0.15

awai Dayak,
upati Cup,
enunjang
emilu

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan
Partisipasi

Masyarakat dalam
Forum Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan di Desa

35,145,000

35,145,000

35,190,500

38,230,500

31,914,000

35,145,000

35,145,000

35,155,500

38,030,500

100

100

100

29

0.09

0.72

Musrenbang

Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
Pemberdayaan
Masyarakat di

22,575,000

Wilayah Kecamatan

22,575,000

22,680,000

23,180,000

22,575,000

22,680,000

23,030,000

100

100

9

1.00

(0.02)

enyelenggaraa
lomba Desa
an Pembinaan

KK




PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

KoordinasiUpaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Persatuan 59,789,00 59,789,00( 63,285,00( { 59,789,000 59,789,000 63,285,000 q 100 100 100 - 0 1.00 100 |UTRI

dan Kesatuan Bangsa

Penanganan Konfl Koordinasi

Sosial sesuay 12,366,000 12,366,000 12,366,000 12,366,000 12,356,000 12,360,000 12,366,000 11,400,000 100 100 100 92 0 1.00 00g |cmecahan

Ketentuan  Peraturg asalah

Perundang-Undangan erkebunan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembi dan Peng; Pemerintak Desa

Fasilitasi Pengelolaan onitoring,

Keuangan Desa dan valuasi

Pendayagunaan - Ase 19,245,00( 19,245,000 19,380,000 14,290,000 19,245,000 19,245,000 19,380,000 14,285,000 100 100 100 100 100 1.00 00g |cmbinaan,

Desa elaksanaan dan
elaporan Aset
esa

Fasilitasi Pelaksanaal osialisasi

Pemilihan Kepala] elakasanaan

Desa g - - - - - - - - - - - emilihan
epala Desa
erentak

Fasilitasi

Penyelenggaraan

Ketentraman dan 9,545,00 9,545,00( 9,760,00( 8,690,00( 9,545,00( 9,545,00( 9,760,000 8,688,300 100 100 100 100 100 1.00 0.09

Ketertiban Umum




2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Kecamatan Binjai Hulu

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan

Binjai Hulu Kabupaten Sintang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Tantangan

a)

b)

Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan
yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan dalam mekanisme dan
dokumen perencanaan.

Masih terdapat aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang
belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan
daerah secara parsitipatif.

Bervariasinya tingkat pendidikan, sosial ekonomi masyarakat yang
berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat Kecamatan
Binjai Hulu.

Masih adanya kebijakan perencanaan pembangunan yang tidak sesuai
dengan aturan yang berlaku dan tidak berpihak pada masyarakat.
Kurangnya SDM yang profesional yang didukung dengan dana serta
sarana dan prasarana dalam menunjang dan mencapai tujuan organisasi.
Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu yang kurang
mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada

Masyarakat.

2. Peluang.

a)

Tersedianya mandat/legalitas yang jelas pada Kecamatan Binjai Hulu
untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tertuang
dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang.

b) Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari Kepala Daerah dalam

mewujudkan Good Government, Pelayanan Prima dan Perubahan Etos

Kerja.



c) Adanya situasi kerja yang kondusif dalam melaksanakan tugas pokok
secara nyata dan bertanggung jawab.
d) Adanya kemauan yang kuat dari SDM pada Instansi Kerja untuk bekerja

dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



2.10 Permasalahan Isu-isu Strategis berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan
Binjai Hulu Kabupaten Sintang

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Berdasarkan gambaran pelayanan Kecamatan Binjai Hulu selama ini dan

memperhatikan peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan

datang, maka dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan Tugas dan

Fungsi Kecamatan Binjai Hulu Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :

Tabel. 2.1

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

Pembangunan Daerah pada Kantor Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten

Sintang
No Masalah Pokok Masalah Akar masalah
(1) (2) (3) (4)

1. Pembinaan - Faktor geografis | - Faktor geografis/kondisi
serta / kondisi alam alam di Kecamatan Binjai
Pelayanan Publik Hulu yang kurang
yang mendukung dalam

diberi melakukan pembinaan dan
kan kepada pelayanan kepada
masyarakat Masyarakat secara
maksimal.
- Sumber - Kurangnya SDM
Da | profesional yang
ya Manusia didukung dengan dana,
sarana dan prasarana yang
memadai dalam
menunjang dan mencapai
tujuan Organisasi.
No Masalah Pokok Masalah Akar masalah
®) 2) 3) (4)




- Partisipasi - Menurunnya partisipasi

masyarakat masyarakat dalam
kegiatan pembangunan
sebagai akibat dari
menurunnya kepercayaan

terhadap jaminan
kepastian akan
direalisasikannya rencana
pembangunan hasil

Musrenbang Desa dan
Musrenbang Kecamatan.

- Kondisi - Kondisi masyarakat yang
masyarakat heterogen dan masalah
sosial kemasyarakatan

yang kompleks.

2.11 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih ditujukan untuk memahami arah

pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih
dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Kantor
Kecamatan Binjai Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati tersebut. Visi pembangunan Kabupaten Sintang untuk periode Tahun 2025- 2029
adalah “TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU,
SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN” Untuk mewujudkan Visi tersebut di
atas dirumuskan Misi Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas

Antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang sehat.

2. Mewujudkan Pemerataan Ekonomi Melalui Kemudahan Investasi,
Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas

Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah

3. Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan,
Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi

Birokrasi Pemerintahan yang sinergis

4. Meningkatkan Ketahanan Daerah Terhadap Bencana Melalui Peningkatan

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Menuju Ekonomi Hijau



Ditinjau dari sisi tugas perencanaan, secara umum tugas Kantor Kecamatan
Binjai Hulu terkait dengan pencapaian visi dan seluruh misi Kepala Daerah
dan wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Kantor
Kecamatan Binjai Hulu berkontribusi langsung dalam mendukung

pencapaian misi ke 3 yaitu  “Meningkatkan SDM Berkualitas melalui
Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil,

Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis.”

2.7 Telaaan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi Tahun rencana
bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan
sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan
pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD Kabupaten/Kota. Telaah ini
merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD

kabupaten/kota dengan Renstra K/L dan Renstra provinsi serta mencegah



tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan

Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Binjai Hulu Hulu Kabupaten
Sintang maka terdapat beberapa Faktor penghambat dan pendukung dari

pelayanan yang dilaksanakan Kantor Kecamatan Binjai Hulu yakni :

Tabel 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah
Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun,
Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan
Bersih pada Tahun 2026
No KBI/;II?II;;?V\IZESEITH Permasalahan Pelayanan Faktor Pelayanan
Terpilih SKPD Penghambat | Pendorong
p
(1) (2) 3) (4) (5)
1 | Misi ke 5 (Lima): Belum optimalnya kualitas
Menata dan sumber daya manusia yang
mengembangkan profesional serta sarana dan
manajemen prasarana yang memadai
pemerintah daerah untuk mendukung tugas
yang sesuai dengan pokok dan fungsi organisasi
prinsip tata kelola
pemerintahan yang
baik dan bersih
- Peningkatan Masih minimnya ketersediaan | Keterbatasan | Komitmen
kapasitas SDM dana dalam rangka anggaran terhadap
aparatur meningkatkan kualitas SDM peningkatan
yang profesional melalui kualitas
diklat-diklat teknis fungsional pelayanan
publik
- Penggunaan Masih minimnya saranadan Keterbatasan | Komitmen
teknologi prasarana guna menunjang Anggaran terhadap
informasi (IT) pelaksanaan penggunaan peningkatan
dalam teknologi dalam kualitas
penyelenggaraan Penyelengaraan pelayanan
pemerintahan Pemerintahan Daerah publik
daerah
Melakukan Belum terwujudnya sistem Kualitas Kebutuhan
reformasi pelaporan capaian kinerja LaporanDan | SKPD
birokrasi di yang baik dalam menunjang Lemahnya
pemerintahan Tata Kelola Pemerintahan Dukungan
daerah Data




2.8 Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis
Berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional maka pengertian rencana pola ruang adalah rencana
yang menggambarkan letak, ukuran dan fungsi dari kegiatan-kegiatan lindung
dan budidaya. Substansi dari rencana pola ruang meliputi batas-batas kegiatan
sosial, ekonomi, budaya dan kawasan-kawasan lainnya (kawasan lindung dan
budidaya). Adapun tujuan pengembangan rencana pola ruang adalah:
2.8.1 Pemanfaatan ruang harus memperhatikan daya dukung lingkungan;
2.8.2  Tersedianyalahan yang dapat menampung perkembangan jumlah
penduduk dan tenaga kerja;
2.8.3  Terciptanya sinkronisasi antara rencana pola ruang dan rencana
struktur ruang yang dikembangkan;
2.8.4  Memperhatikan kesesuaian lahan dan kondisi eksisting;
2.8.,5 Mewujudkan aspirasi masyarakat.
Berdasarkan pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:
16/PRT/M/2009, Rencana Pola Ruang Wilayah berfungsi untuk :
» Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat
dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam Wilayah
» Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
» Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima
tahunan; dan
» Sebagai dasar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang pada Wilayah

Kecamatan.



Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kecamatan Binjai

Hulu adalah sebagai berikut:

1. Belum terlaksananya Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan.

2. Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Hidup.

3. Belum Optimalnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam.

4. Belum Terkoordinasi sistem penaatan dan penegakan hukum Lingkungan
secara baik.
Belum Optimalnya Pengelolaan Areal Pemakaman.
Belum Optimalnya Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

® N o«

Menurunnya kulitas lingkungan akibat berbagai kegiatan, seperti

penambangan emas tanpa izin, dan pembakaran lahan.

2.9 Penentuan Isu-Isu Strategis

Keberhasilan pelaksanaan tugas Kecamatan Binjai Hulu Hulu Kabupaten
Sintang untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan akan sangat
dipengaruhi oleh isu-isu strategis sebagai faktor penentu keberhasilan (Critical
Success Factors). Untuk dapat mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas perlu
didorong sehingga memberi kekuatan (strength) dan peluang (opportunity)
guna dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan organisasi, sebaiknya
faktor-faktor yang menghambat organisasi, seperti kelemahan (weakness) dan
ancaman (threat) dapat diantisipasi dan diatasi sejak dini agar tidak
berpengaruh negatif terhadap upaya mencapai tujuan dan sasaran organisasi.
Berdasarkan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan, Adapun isu

strategis pembangunan Kabupaten Sintang, yaitu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah,
(1) Kedaulatan pangan belum tercapai dan kurangnya
pengendalian lingkungan hidup
(2) Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing

dan berkarakter dan belum tuntasnya pengentasan



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

kemiskinan

Belum oprtimalnya Pelestarian Budaya,dan Kearifan Lokal,

kerukunan bermasyarakat

Akselerasi transformasi digital melalui pengembangan
infrastruktur TIK yang merata, peningkatan literasi digital,
dan optimalisasi teknologi untuk pelayanan publik dan

ekonomi digital

Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang

terintegrasi

Menjalankan transformasi ekonomi dalam upaya

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat

Belum optimalnya  penyelenggaraan tata  kelola

pemerintahan

Gangguan kamtibmas yang berbau SARA masih berpotensi
terjadi dan mewujudkan kondisi daerah yang aman damai,

serta demokratis berdasarkan hukum

Penguatan implementasi tata ruang yang terintegrasi dan
terkoordinasi melalui penyusunan perangkat perencanaan
detail, penyelesaian tumpang tindih pemanfaatan ruang,

dan penguatan sistem pengendalian ruang

Kurangnya kapasitas dan ketahanan daerah dalam
menghadapi bencana melalui penguatan sistem mitigasi,

adaptasi, dan partisipasi Masyarakat.

maka dilakukan identifikasi untuk menganalisa faktor-faktor penyebab

munculnya isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Binjai

Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :



2.9.1 Kekuatan

1. Adanya pelimpahan kewenangan yang jelas (job description).

2. Adanya dasar hukum dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku sehingga memberikan kepastian hukum dalam melaksanakan
tugas pokok dan fungsi organisasi.

3. Adanya situasi kerja yang kondusif dan komitmen bersama dalam
mewujudkan visi dan misi organisasi.

2.9.2 Kelemahan

1) Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan
2) Belum optimalnya penyediaan infrastruktur dasar yang terintegrasi

3) Kurangnya kualitas sumber daya manusia.

4) Kurangnya kapasitas dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana
melalui penguatan sistem mitigasi, adaptasi, dan partisipasi Masyarakat

2.9.3 Peluang
1. Adanya dukungan dan komitmen yang tinggi dari pimpinan dalam
mewujudkan good governance.
2. Mengembangkan program-program penguatan sumber daya manusia.
3. Adanya komunikasi aktif dan umpan balik dari masyarakat terhadap
kualitas pelayanan publik.
4. Ancaman
1. Faktor geografis/kondisi alam di Kecamatan Binjai Hulu Hulu yang
kurang mendukung.
2. Buruknya infrstruktur berupa jalan dan jembatan ke Desa-Desa.
3. Kondisi masyarakat yang heterogen dan masalah sosial

kemasyarakatan yang kompleks.

Berdasarkan identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan,
Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka
ditetapkan isu-isu strategis yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Binjai

Hulu Kabupaten Sintang sebagai berikut :



Belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di Kecamatan

Binjai Hulu

. Belum optimalnya pembangunan SDM yang berdaya saing dan berkarakter di Kecamatan

Binjai Hulu

Belum oprtimalnya Pelestarian Budaya,dan Kearifan Lokal, kerukunan
bermasyarakat

. Faktor geografis/kondisi alam dan infrastruktur di Kecamatan Binjai Hulu
yang kurang mendukung dalam melakukan pembinaan dan pelayanan
kepada Masyarakat secara maksimal.

Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam kegiatan

pembangunan di wilayah Kecamatan Binjai Hulu Hulu.



3.1

BABIII
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Binjai Hulu

a. Tujuan

Tujuan adalah merupakan penjabaran/implementasi dari
pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau
dihasilkan pada jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Penetapan tujuan pada umumnya didasarkan faktor-faktor kunci
keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan visi dan misi. Tujuan tidak
harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat
menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Rumusan
tujuan ini merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 (RPJMD) yang telah ditetapkan Tujuan
Renstra merupakan implementasi atau penjabaran dari misi atau sesuatu
yang ingin dicapai/dihasilkan. Adapun tujuan yang ingin dicapai Kantor
Kecamatan Binjai Hulu adalah, Meningkatnya Reformasi Birokrasi dan

Optimalisasi Pelayanan Publik di Kecamatan Binjai Hulu.

. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan tentang hasil yang akan
dicapai secara nyata oleh Kecamatan Binjai Hulu dalam jangka dan kurun
waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui
tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran
diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara
berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran
memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik,

terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.



Dalam sasaran dirancang indikator sasaran yaitu, ukuran tingkat

keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada implementasi

program dan kegiatan. Adapun sasaran pembangunan Kecamatan Binjai

Hulu Kabupaten Sintang tahun 2025-2029 merujuk pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sintang tahun 2025-2029

(RPJMD) yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu :

Sasaran 1 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan

Sasaran 2 : Meningkatnya Status Desa

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Binjai

Hulu Kabupaten Sintang, dapat dilihat pada Tabel T-C.25. di bawah ini :

TABEL. T-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Binjai Hulu

KONDI ST

TARGET KINERJA TUJUAN SASARAN PADA

INDIKATOR AWAL
NO TUJUAN INDIKATOR SASARAN SATUAN
TUJUAN
INDIKATOR
TUJUAN /
SASARAN
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
1.| Meningkatny Indek Meningkatnya | Nilai Sakip NILAI B BB BB BB BB BB
a Reformasi Reformasi | akuntabilitas
Birokrasi Birokrasi kinerja
dan Kecamatan
Optimalisasi
Pelayanan
Publik di Indek Kepuasan | Persen (%) 84 84 0 0 %0 92
Kecamatan Masyarakat
Binjai Hulu Indek Kepuasan
Masyarakat
Meningkatnya | Persentase Desa Mandiri Persen (%) 72,72 | 81,81| 81,81 90,90| 90,90| 90,90
Status Desa




Rencana Strategis (Renstra)
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
Tahun 2025-2029

3.2

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
3.2.1 Strategi dan arah Kebijakan

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
Oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dan tertuang dalam Rencana Panjang
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 , harus
dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan
mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu
yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi
Inspektorat Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara
konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang
diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil
yang konsisten dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan
kebijakan Inspektorat Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat

dilihat dalam Tabel T-C.26. berikut ini :
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Tabel T-C.26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN SINTANG YANG MAJU,
SEJAHTERA, BERKUALITAS DAN BERKELANJUTAN”

MISI 3

Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga
dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi
Pemerintahan yang Sinergis

TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Reformasi Meningkatnya Meningkatkan 1. Mendorong
Birokrasi dan Optimalisasi akuntabilitas kinerja Pemahaman terlaksananya
Pelayanan Publik di Kecamatan SAKIP SDM implementasi SAKIP
Kecamatan Binjai Hulu Perencanaan 2. Memanfaatkan Timkerja

dalam penyusunan SAKIP

3. Memberikan

Pelatihan
Perencanaan
berkelanjutan

Menetapkan dan menerapkan
SOP pelayanan

1.  Menyederhanakan

Prosedur  Pelayanan
Publik

2. Memanfaatkan
teknologi
informasi

Meningkatnya Status Desa

Meningkatkan Sumber Daya
Kecamatan dan Desa

1.  Meningkatnya Status Desa dari
Desa Maju menjadi Mandiri

2. Meningkatkan kemampuan
Pemerintah Desa merencanakan,

menganggarkan, dan
melaksanakan pembangunan
dan pengawas hasil
pembangunan untuk
kesejahteraan warga desanya




trategis (Renstra)
Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
Tahun 2025-2029

BAB VI
PROGRAM,KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Kecamatan Binjai Hulu selama 5
(lima) tahun ke depan (2025-2029) diarahkan untuk mencapai tujuan sebagaimana tercantum
dalam visi dan misi Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun ke depan.

Kemudian dalam proses realisasinya, renstra ini juga sangat penting untuk dilengkapi
dengan rencana program dan kegiatan sebagai aktualisasi strategi yang telah ditetapkan untuk
mencapai terwujudnya visi dan misi kecamatan yang secara kualitatif dapat diukur
pencapaian Kinerjanya berdasarkan indikator-indikator program dan kegiatan sebagai bahan
pembanding dalam proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir
periode pelaksanaan.

Adapun yang menjadi tujuan, sasaran, program dan Kkegiatan beserta indikatornya
secara bertahapan-tahapan dapat disampaikan sebagai berikut :

a. Penetapan sasaran strategis
Kecamatan Binjai Hulu telah mengidentifikasikan sasaran strategis yang ingin dicapai pada

tahun 2025-2029 . Untuk setiap sasaran strategis yang ada diidentifikasikan indikator kinerja
yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran-sasaran strategis beserta
indikator kinerjanya ini dirumuskan dari Dokumen Rencana Strategis yang telah ada.

b. Penetapan Program
Penetapan program didasarkan atas sasaran strategis yang akan dicapai dengan indikator
— indikatornya.

c. Penetapan Kegiatan
Untuk masing-masing program yang akan dilaksanakan, Kecamatan Binjai Hulu
menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah
ditetapkan dapat dipenuhi dalam tahun bersangkutan. Disini indikator Kkinerja untuk
setiap kegiatan harus diidentifikasikan.

d. Penetapan target Kinerja
Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Binjai Hulu menetapkan terget

kinerja (Kuantitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis
maupun untuk tingkat kegiatan. Adapun Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja

Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif terlihat pada Tabel 4.1/T.C.27
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f.Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Adapun Indikator Kinerja Kecamatan Binjai Hulu yang mengacu pada TujuanDan Sasaran
RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 merupakan Indikator kinerja alat ukur spesifik
secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau
dampak yang menggambarkan capaian kinerja suatu sasaran, program atau kegiatan. Pada
bagian ini akan dikemukakan indikator kinerja Kantor Camat Binjai Hulu Kabupaten Sintang
yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang,
sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator
kinerja Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang yang mengacu kepada tujuan, sasaran dan

strategi RPJMD tersebut dapat dilihat dalam tabel 4.2/ T-C.28



BABYV
PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang
Tahun 2025-2029 diharapkan dapat mendukung penguatan dalam pencapaian Visi
dan Misi Pembangunan Daerah seperti tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sintang
periode 2025-2029 dan Peraturan Bupati Sintang Nomor ... Tahun 2025 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025-
2029.

Renstra Tahun 2025-2029 ini diharapkan memberikan informasi yang
memadai tentang pelaksanaan dan penjabaran tugas pokok dan fungsi serta
merespon berbagai permasalahan yang dihadapi untuk lima tahun ke depan,
sehingga dapat memperlancar tugas yang diemban sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Sebagai sebuah dokumen rencana, Renstra Kecamatan Binjai Hulu
Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat memberikan arahan,
pedoman dan sekaligus menjadi instrumen pengawasan serta evaluasi terhadap
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

lima tahun ke depan.

Renstra Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun 2025-2029 ini
akan dapat direalisasikan secara baik dan optimal apabila terdapat komitmen,
dukungan dan kerjasama dari seluruh pegawai Kantor Camat Binjai Hulu Kabupaten
Sintang. Oleh karena itu, kami akan melakukan komunikasi tentang Visi dan Misi
yang terencana dan sistematis kepada seluruh pegawai di Kantor Camat Binjai Hulu,
sehingga adanya komitmen seluruh pegawai atas pelaksanaan tugas pokok dan lebih
mengarah pada Visi dan Misi yang ditetapkan. Dan melaksanakan secara konsisten
apa yang telah tertuang dalam Renstra Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang

Tahun 2025-2029.



Akhir kata, semoga Renstra Kecamatan Binjai Hulu Kabupaten Sintang Tahun
2025-2029 ini dapat berguna bagi semua stakeholder yang berkompeten, sehingga
prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan
kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya
kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Dengan harapan, Pemerintah Kabupaten Sintang benar-benar dapat
menerapkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang mengedepankan
prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum,
kesetaraan, efektif dan efisien. Demi terwujudnya Kkesejahteraan masyarakat

Kabupaten Sintang seutuhnya.

Binjai Hulu 1  April 2025
CAMAT BINJAI HULU

JONNY/ S.Sos, M.Si

Pembina Tk.I
NIP. 19740322 200212 1 006




Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

TABEL 4.2/T.-C.28

No.

Indikator

Satuan

Kondisi
Kinerja
pada awal
periode
RPJMD
(2024)

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun
2026

Tahun
2027

Tahun
2029

Kondisi
Kinerja
pada
akhir
periode
RPJMD

(2030)

Q)

1. Nilai Sakip NILAI B B BB BB BB BB BB
2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Persen (%) 84 84 90 90 90 92 95
3. Persentasi Desa Mandiri Persen (%) 72,72 81,81 81,81 90,90 90,90 90,90 90,90
L Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur % 85 90 90 90 90 95 95
2 Meningkatkan efektiftas pelayananPublik di % 85 85 89 90 90 90 0
Kecamatan
3. Meningkatkan koordinasi terkait % 83 83 85 %0 %0 %0 %0
penyelenggaraan Pemerintahan,
Pembangunan dan Kemasyarakatan
dengan lembaga/instansi lainnya.
4. Meningkatnya Sarana dan % 83 83 84 85 86 87 87
PrasaranaPemerintahan Desa
5. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan % 82 82 83 84 85 86 86
Pemerintah Desa
6. Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga % 80 80 81 82 83 86 86
Kemasyarakatan, Lembaga Adatdan
Masyarakat Hukum Adat.




TABE] 4.1

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB.KEGIATANDAN PENDANAAN KANTOR KECAMATAN BINJAI HULU

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Unit Kinerja
DATA CAPAIAN PADA Perangkat
INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN !
No|  TuuAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN ' g TAHUN AWAL isi Ki ir peri Daerah Lokasi
INDIKATOR INDIKATOR PROGRAM(OUTCOMEJDAN KEGIATAN (UTPUT) | oo oo 2026 2027 2028 2029 2030 Kondisi Kinerja pada akhir periode )
TUJUAN SASARAN (2024) Renstra Perangkat Daerah P
ab
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Meningkagnya Indek 1. Meningkatkan Nilai Sakip
Reformasi Reformasi akuntabilitas 62,5 Nilai 68,50 Nilai /0,00 Nilai 75,50 Nilai 3,88 Nilai 0,00 Nilai 0,50 Nilai
g‘;’k’ﬂf' dan | Birokrasi kinerja PROGRAM PENUNJANG
imalisasi Kecamatan URUSAN . . antor
Pelayanan Publk 70101 PEMERINTAHAN ottt duidl bt 2.331.088.848 |100% 100% 2500344280 [100% 2.600.344.280 [100% 2700344280 1100% 509,304,260 2871742173 fecamatan |
Kecamatan DAERAH KABUPATEN 2.409.344.280 -809.344. 100% INJAIHULU
Binjau hulu KOTA
Administrasi Keuangan | Terlaksananya Administrasi Keuangan antor INJAI
7.01.01.2.02 Poranghat Dacran 9 | perangkat Daeran 2.152.824.152 [100% 2.016.755.280 |100% 2.116.755.280 |100% 2.216.755.280 [100% 2.316.755.280 [100% 2.416.755.280 [00% 2.447.110.19% fecamatan iy
7.01.0120201 Keluaran - Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN 12 Bulan 2.447.856.349 [12 Buian 24427466813 |12 Bllan 2.443077.430 [12 Bulan 2.443688.199 12 Bulan 2444399121 J00% 244481676 |
?j:fr“g:ﬂlsﬁaj' dan _ v _ _ 2.146.740.152 Kecamatan vy
Hasil Tersedianya Gaji dan Tunjangan 100% 100%100% 100% [100% 100% (100% 100% f100% 100% 00% 100% [INAIHULY
TO1.012.0508 ~ Peiaksanaan Keliaran -~~~ Jumiah verfekast Keuangan Zorg 6.084.000 6.084.000 6.084.000 6.084.000 6.084.000 6.082.000
Penatausahaan dan 6.084.000
Pengujian/ Verifikasi [ TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
Keuangan SKPD 1.800.000 [12 Bulan 1.800.000 |12 Bulan 1.800.000 [12 Bulan 1.800.000 {12 Bulan 1.800.000 |2 Bulan 1.800.000  Kantor BINUAI
Hasil INJAIHULU HULU
lzﬂz:zzzf‘eyrzr“;‘fg"gz'ef; 100% 100%|100% 100% [100% 100% [100% 100% [100% 100% J00% 100%
Administrasi . " . antor
7.01.01.2.05 Kepegawaian Perangkat ;Z’r';’ki;"g"ag:fdm'"'s"as'Kepega‘"’a’a" 16.800.000 |100% 16.800.000 |100% 16.800.000 [100% 16.800.000 [100% 16.800.000 [100% 16.800.000 [00% 16.800.000 kecamatan 'L’J\‘SS'
Daerah 9 INJAI HULU
7010120502 [Pangadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut Jumlah Pakaian Dinas beserta
Kelengkapannya Keluaran:  atribut Kelengkapannya yang 16 Stel 16.800.000 |17 Stel 16.800.000 [17 Stel 16.800.000 17 Stel 16.800.000 17 Stel 16.800.000 |17 Stel 16.800.000
disediakan Kantor BINJA
16.800.000 ke o
INJAIHULU
Hasi e angror ooy 100% 100%100% 100% 100% 100% [100% 100% [100% 100% 00% 100%
P . . L . antor
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya Administrasi Umum Perangkat 126.024.610 |100% 162.097.933 [100% 162.138.457 [100% 162.178.992 [100% 162.219.537 [100% 162.260.092  J00% 162.300.657 Kecamatan INJAI
Perangkat Daerah Daerah INJAI HULU ULU
7.01.01.2.06.01 Keluaran : Jumlah Komponen Listrik yang
Penyediaan Komponen disediakan 10 Jenis 1.599.400 10 Jenis 1.599.800 | 10 Jenis 1.600.200 | 10 Jenis 1.600.600 | 10 Jenis 1.601.000 0 Jenis 1601400 |
Instalasi 2.013.000 i
Listrik/Penerangan Fiasi R, 015 NJAHULG YUY
Bangunan Kantor ot Doty oo 100% 100%, 100% 100%|  100% 100% |  100% 100% | 100% 100% [00% 100%
erangkat Daerah
7.6107206.02
Jumlah Alat Tulis Kantor 31 Alat 18.285.000 31 Alat 18289571 | 31 Alat 18.294.144 | 31 At 18298717 | 31 At 18.303.292 B1 Alat 18.307.868
Kelaran:  ____________________________|
" . . . . . . Kantor
Eenyedlaan Peralatan dan Jumlah Perlengkapan Komputer 19.713.018 |6 Jenis 15.525.000 |6 Jenis 15.528.881 (6 Jenis 15.532.763 B Jenis 15.536.647 B Jenis 15.540.531 b Jenis 15.544.416 Lo ooatan BINJAI
erl 1 Kantor : HULU
Fiesi INJAIHULU
Tersedianya Administrasi Umum 100% 100% 100% 100%|  100% 100% | 100% 100% | 100% 100% J00% 100%
Perangkat Daerah
7.01.01.2.06.03 Keluaran :
Jumlah Alat Peralatan Rumah
T isediak:
Penyediaan Peralatan angga yang disediakan 1.627.002 |17 denis 1,512,500 |17 Jenis 1512.878 17 Jenis 1513256 [17 Jenis 1513.635 17 Jenis 1514013 |7 Jenis 1514392 [anor BINJA
Rumah Tangga Hasil ) — " e INJAIHULU IHULU
;Z:ﬁg;g“yg  Administrast Umum 100% 100% 100% 100%|  100% 100% | 100% 100% | 100% 100% J00% 100%




TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

UnitKinerja
DATA CAPAIAN PADA Perangkat
NO.|  TUIUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROE“:{T;’:;?J;"(’J’::;Q Lﬁ;’ﬁ“&zﬁi’gﬁ’;’:m) TAHUN AWAL o2 2023 - 205 20 Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
TUJUAN SASARAN PERENCANAAN (2020) Renstra Perangkat Daerah Penanggungjaw
ab
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.01.2.06.04 Keluaran : . ioh Bahan Logistik yang
Penyediaan Bahan disediakan 24.263.000 |17 Jenis 55.139.533 | 17 Jenis 55.153.318 [ 17 Jenis 55.167.106 |17 Jenis 55.180.898 [17 Jenis 55.194.693 |17 Jenis 55.208.492 |Kantor BINJA
Logistik Kantor Fiasi S e BINJAIHULU THULU
ersedianya Administrasi Umum 100% 100%| 100% 100%| 100% 100%) 100% 100%|  100% 100%100% 100%
Perangkat Daerah
707.072.0605 Raluaran = T
miah Barang Ceta 16 Buku 9.741.500 |16 Buku 0.743.935 | 16 Buku 9.746.371 |16 Buku 9.748.808 |16 Buku 9.751.245 |16 Buku 9.753.683
Penyediaan Barang 3000 Lembar 3000 Lembar 3000 Lembar 3000 Lembar 3000 Lembar 3000 Lembar Kantor BINJAI
Cetakan dan Fiasii 9.688.500 1 HULU
Penggandaan " .y : BINJAIHULU
Jersedianya Administrasi Umum 100% 100% ~ 100% 100%] 100% 100%  100% 100%|  100% 100%|100% 100%
erangkat Daerah
7.01.012.06.06 e e v
Keluaran: M e% Surat fabar yang 12 Bulan 1.320.000 | 12 Bulan 1.320.330 |12 Bulan 1.320.660 |12 Bulan 1.320.990 |12 Bulan 1.321.320 (12 Bulan 1.321.651
Penyediaan Bahan Kantor BINJAI
Bacaan dan Peraturan 1.320.000 Kecamatan HULU
P dang-und § . . " BINJAIHULU
erunaang-undangan | Hesil T aniitrasi Umum 100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%|100% 100%
7.01.012.06.09
. Jumlah Laporan Pelaksanaan
Penyelenggaraan Rapat Keluaran : Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1 Dokumen 58.975.000 | 1 Dokumen 58.989.744 (1 Dokumen 59.004.491 |1 Dokumen 59.019.242 |1 Dokumen 59.033.997 (1 Dokumen 59.048.756 |iantor BNA
Koordinasi dan Konsultasi 67.400.000 Kecamatan 7, |
SKPD - - N BINJAIHULU
Hasil T i itras! Umum 100% 100% 100% 100%  100% 100%  100% 100%  100% 100%|100% 100%
Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang BINJAI
7.01.01.2.07 Daerah Penunland e e Daerah 0 100% 74.075.000 | 100% 69.912.474 [ 100% 74.112.042 [100% 74.130.570 |100% 81.333.783 [100% 74.167.640 oy
Daerah
Keluaran : Jumlah Ken_daraan Roda Dua
yang Tersedia 1 Unit 23.200.000 | 1 Uit 23.205.800 |1 Unit 23.211.601 |1 Unit 23.217.404 |1 Unit 23.223.209 |1 Unit 23.229.015
Pengadaan Kendaraan Kantor BINUAI
7.01.01.2.07.01 Perorangan Dinas atau Tersedianya Barang Milik Daerah 0 Kecamatan HULU
Kendaraan Dinas Jabatan | g Penunjang Urusan Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BINJATHULU
Daerah
. Kantor
Jumla_h Alat pendingin yang a ) 7.177.500 ! ) ) ! ! Kecamatan BINJAI
tersedia 4 Unit 4 Unit 7.179.294 | 4 Unit 7.181.089 |4 Unit 7.182.884 |4 Unit 7.184.680 |4 Unit 7.186.476 |BINJAIHULU  [HULU
Jumlah Meja Kerja tersedia 8 Buah 10.120.000 | g oy 10.122.530 | 8 Buah 10.125.061 |8 Buah 10.127.592 |8 Buah 10.130.124 |8 Buah 10.132.656
Jumlah mesin pemotong rumput 4.427.500
ang tersedia - )
yene 1 Unit 1 Unit 4.428.607 |1 Unit 4.429.714 |1 Unit 4.430.821 |1 Unit 4.431.929 |1 Unit 4.433.037
7010120706 |Pengadaan Peralatan dan |, o j:’:;grs:jf'a'a" Komputer 5Bush 16.060.000 |5 Buah 5Bush 5Bush 5Buah 5 Buah
Mesin Lainnya 16.064.015 16.068.031 16.072.048 16.076.066 16.080.085
Jumlah Proyektor yang tersedia 1 Unit 4.950.000 | 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
_____________________________ 4.951.238 4952475 4953713 4.954.952 4.956.191
Jumiah  Rempel Meja. yang 4Bush 3.960.000 |4 Buah 4Bush 4Bush 4Buah 4Buah
ersedia 3.960.990 3.961.980 3.962.971 3.963.961 3.964.952
Jumiah Sound Sistem  yang 1et 4.180.000 | 1 Set 16t 16t 1 Set 1Set
4.181.045 4.182.090 4.183.136 4.184.182 4.185.228
Tersedianya Barang Milik Daerah
Hasil Penunjang Urusan Pemerintah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Daerah




TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
UnitKinerja
DATA CAPAIAN PADA Perangkat
TUUAN | \\oiaToR SASARAN INDIKATOR KODE PROGRAM DAN KEGIATAN PROE:{T;’:;?EC'E’::SQ Lﬁ;’;z&:ﬁgﬁﬁon TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
2022 2023 2024 2025 2026 ;
TUJUAN SASARAN PERENCANAAN (2020) Renstra Perangkat Daerah Penanggungjaw
ab
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Penyediaan Jasa " . antor
7.01.01.2.08 Penunjang Urusan persedianya Jasa Penunjang Urusan 91.499.286 |100% 96.954.400{100% 96.978.639 |100% 97.002.883 [100% 97.027.134 [100% 97.051.391 [100% 97.075.654 Kecamatan [
Pemerintahan Daerah BINJAI HULU
Keluaran : Jumlah Materai 10000 200 Lembar 2.500.000 |200 Lembar 2.500.625 200 Lembar 2.501.250 (200 Lembar 2.501.875 P00 Lembar 2.502.501 P00 Lembar 2.503.127 "
. antor
7.01.01.208.01 ;e;];;:?:an Jasa Surat . i 360.000 Kecamatan 1'&'@'
Hesi  :  Tersedama Jasa Penunjong 100% 100%|100% 100% [100% 100% [100% 100% (100% 100% [100% 100% PNJATHULU
o Jumlah Internet 1 Unit 7.200.000( 1 Unit 7.201.800 1 Unit 7.203.600 1 Unit 7.205.401 1 Unit 7.207.203 Unit 7.209.005
G T I |
Penyediaan Jasa Jumlah Listrik " " " " . ” (Kantor
7010120802  |Komunikasi,  Sumber umian b 13477840 | U 8:400.000/1 Unit 8402100 | U™ gaoa201 |1 UM ga06.302 | U™ 8408403 [ U™ 8410505 ecamatan  F0r
Daya Air dan Listrik BINJAIHULU
i Tersedianya Jasa Penunjang
Hasil Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100%|100% 100%|100% 100% |100% 100% [100% 100% [100% 100%
Keluaran : Jumlah Tenaga Kontrak 4 Orang 78.854.400 (4 Orang 78.874.114 |4 Orang 78.893.832 |4 Orang 78.913.556 @ Orang 78.933.284 H Orang 78.953.017 ka
; ntor
7.01.01:2.08.04 gzray;adrl\aainUmum Karijizsra 77.661.446 Kecamatan Iﬂl’jﬂﬁ
" Tersedianya Jasa Penunjang BINJAI HULU
Hasil Urusan Pemerintahan Daerah 100% 100%(100% 100%|100% 100% (100% 100% [100% 100% [100% 100%
Pemeliharaan Barang antor
Milik Daerah Penunjang |Jumlah Kendaraan Roda 4 yang memiliki
7.01.01.2.09 Urusan Pemerintahan STNK dan Surat Ketetapan Pajak Kendaraan 43.940.800 |100% 49.910.000(100% 50.658.543 |100% 51.425.674 |100% 52.211.858 [100% 53.017.573 [100% 53.843.305 Kecamatan
Daerah BINJAI HULU
Jumlah Kendaraan Roda 2 Yang|
memiliki  STNK  dan  Surat] 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 1 Unit
Ketetapan Pajak
Penyediaan Jasa|Kelwaran: ] 4.600.000 4.601.150 4.602.300 4.603.451 4.604.602 4.605.753
Pemeliharaan, Biaya Jumlah Kendaraan Roda 4 yang| -
7010120001 |Pemeliharaan dan  Pajak memiliki STNK dan  Suraf 4420800 |1 Ut 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit Unit [cantor INJAI
e Kendaraan  Perorangan| Ketetapan Pajak Kendaraan e gﬁ\“:j::ﬁz’tu huLu
Dinas atau Kendaraan|
Dinas Jabatan
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Hasil :  Barang Milik Daerah Penunjang 100% 100% 100% 100% [100% 100% [100% 100% [100% 100% [100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah
Dy narean Rodazyang 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 1 Unit
Penyediaan Jasa | Keluaran : R oS 15.570.000 15.573.893 15.577.786 15.581.680 15.585.576 15.589.472
Pemeliharaan,  Biaya d;;’gﬁaham endaraa Roda 4 yang 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 11 Unit Unit kantor
7010120002 | pometharaan. Pajak, dan 20.250.000 K A
erizinan Kendaraan BINJAIHULU HuLU
Dinas Operasional atau Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Lapangan Hasil : Barang Milik Daerah Penunjang 100% 100% 100% 100%|100% 100% [100% 100% [100% 100% [100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah
Jumlah Jasa Pemeliharaan
Keluaran : Peralatan dan Perlengkapan 3 Jenis 9.740.000 |3 Jenis 9.983.500 (3 Jenis 10.233.088 (3 Jenis 10.488.915 [3 Jenis 10.751.138 B Jenis 11.019.916
§ yang disediakan kantor
7.01.01.2.09.06 Zae;“heﬂ"ehs?r"af;nsga'a'a" 5.200.000 Kecamatan IE&'C
Tersedianya Jasa Pemeliharaan BINJAIHULU
Hasil : Barang Milik Daerah Penunjang 100% 100% 100% 100%|100% 100% (100% 100% [100% 100% [100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah
. Jumlah Bangunan Gedung
Kel :
Pamelhoraan | Ketuaran Kantor yang terpelihara 1 Paket 20.000.000 (1 Paket 20.500.000 |1 Paket 21.012.500 |1 Paket 21.537.813 [1 Paket 22.076.258 [ Paket 22.628.164 artor




TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

Pemberdayaan Masayarakat

Unit Kinerja
DATA CAPAIAN PADA Perangkat
NO.|  TUIUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, TAHUN AWAL Kondisi Kinerja pada akhir periode Daerah Lokasi
INDIKATOR INDIKATOR
TUJUAN SASARAN PROGRAM(OUTCOMEIDAN KEGIATAN (OUTPUT) | pegencanaan (2020) 2022 2023 2024 2025 2026 Renstra Perangkat Daerah Penanggungjaw
ab
target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp.
1 2 3 4 5} | 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
7.01.01.2.09.09 Gedung Kantor dan ) ) 14.070.000 Kecamatan F',(ela"!
Bangunan Lainnya Tersedianya Jasa Pemeliharaan BINJAI HULU ermai
Hasil Barang Milik Daerah Penunjang 100% 100% 100% 100%|100% 100%|100% 100%]|100% 100%(100% 100%
Urusan Pemerintahan Daerah
Indek Kepuasan
Masyarakat PROGRAM antor
PENYELENGGARAAN [Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintah BINJAI
7.01.02 PEMERINTAHAN DAN [dan Pelayanan Publik 95.864.000 (100% 97.064.000 (100% 99.780.000 [100% 101.600.000 [100% 104.068.000 (100% 104.068.000 [100% 104.068.000 ;yi?‘:\a:-ﬂ_u HULU
PELAYANAN PUBLIK
Pelaksanaan Urusan Kantor
Pemerintahan yang Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang o o o o o o BINJAI
7.01.02.2.04 Dilimpahkan kepada Dilimpahkan kepada Camat 20.460.000 (100% 36.430.000 [100% 36.439.108 |100% 36.448.217 |100% 36.457.329 [100% 36.466.444 [100% 36.475.560 Kecamatan HULU
BINJAI HULU
Camat
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pelaksanaan Urusan| Keluaran : Urusan Pemerintah yang terkait 1 Dokumen 8.980.000 |1 Dokumen 8.982.245 |1 Dokumen 8.984.491 |1 Dokumen 8.986.737 |1 Dokumen 8.988.983 |1 Dokumen 8.991.231
P intah terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Kantor BINJAI
7.01.02.2.04.01 smenntanan yang teral 10.465.000 Kecamatan
dengan Pelayanan BINJAIHULU HULU
Perizinan Non Usaha e
Terlaksananya Urusan
Hasil Pemerintahan yang Dilimpahkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kepada Camat
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Keluaran : Urusan Pemerintah yang terkait 1 Dokumen 27.450.000 |1 Dokumen 27.456.863 |1 Dokumen 27.463.727 |1 Dokumen 27.470.593 |1 Dokumen 27.477.460 |1 Dokumen 27.484.330
Pelaksanaan Urusan dengan Nonperjinan Kantor BINJAI
7.01.02.2.04.02 Pemerintahan yang terkait 9.995.000 Kecamatan
e S e e B s e e I HULU
dengan Nonperizinan BINJAIHULU
Terlaksananya Urusan
Hasil Pemerintahan yang Dilimpahkan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
kepada Camat
Penyelenggaraan Urusan -
T2 erintaban yang Tidak Jumiah Laporan Pelaksaraan | 1 20.700.000 20.700.000 120.700.000 £0.700.000 20.700.000 20.700.000
Dilaksanakan oleh Unit Keluaran : Urusan
Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Tidak Dilaksanakan Kantor
ang Ada di Kecamatan oleh Unit Kerja Perangkat BINJA
Peme Daerah yang Ada di Kecamatan
Kecamatan BINJAI HULU
SRR A A L L — HULU
Terlaksananya Urusan
Hasil Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit Kerja
Perangkat Daerah yang Ada
di Kecamatan
70102201 Koordinasi 41364000 44.364.000 44.364.000 44.364.000 44.364.000 44.364.000 44.364.000
Penyelenggaraan umlah Laporan Pelaksanaan Keluaran:
IKegiatan Pemerintahan Koordinasi Penyelenggaraan
di Tingkat Kecamatan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Kantor BINUA
- 1 Kecamatan .
Terlaksananya Urusan BINJAI HUL
Hasil Koordinasi HULU ULU
Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Meningkalnw Persentase R e I Tt
Status Desa Desa Mandiri PROGRAM antor
PEMBERDAYAAN Meningkatnya Kualitas Pemberdayaan o o o o BINJAI
70108 MASYARAKAT DESA Masyarakat Desa dan Kelurahan 48.906.000 | 100% 28165.000 | 100% 28.172.041 | 100% 26.170.084 | 100% 2186129 |100% 26193176 | 100% 28200224 é?ﬁl?r:\aLaL;‘LU HULY
DAN KELURAHAN
Koordinasi Kegiatan Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Kantor BINJAI
7.01.03.2.01 48.906.000 |100% 28.165.000 (100% 28.172.041 [100% 28.179.084 [100% 28.186.129 (100% 28.193.176 [100% 28.200.224 Kecamatan
Pemberdayaan Desa Pemberdayaan Desa BINJAI HULU HULU
= Jumlah L. Kegiatal e e e O I T
Peningkatan Partisipasi [Keluaran: umiah Laporan Kegian 1 Dokumen 11.895.000 |1 Dokumen 11.897.974 1 Dokumen 11.900.948 [1 Dokumen 11.903.923 [1 Dokumen 11.906.899 |1 Dokumen 11.909.876
Musrenbang di Tingakat Desa
Masyarakat dalam Forum Kantor BINJAI
7.01.03.2.01 Musyawarah 28.345.000 e O O ) IS HULU
Perencanaan o BINJAIHULU
PembangunandiDesa | Hsil vy on Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Keluaran: ~Jumiah Laporan Kegiatan 1 Dokumen 16.270.000 | 1 Dokumen 16.274.068 |1 Dokumen 16.278.136 [1 Dokumen 16.282.206 (1 Dokumen 16.286.276 |1 Dokumen 16.290.348




Peningkatan Efektifitas| 100%
7.01.03.201 Kegiatan = Pemberdayaan Kantor BINJAI
Masyarakat di Wilayah " Terlaksananya Koordinasi 20.561.000 Kecamatan
Kecamatan Hasil Kegiatan Pemberdayaan Desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% BRoAHL U
PROGRAM ) 23.800.000 Kantor
7.01.04 KOORDINASI Meningkatkan Ketentraman, 22.350.0000 - 23.000.000 - 23.000.000 - - 23.800.000 - 23.800.000 - 23.800.000 [ecamatan |
KETENTRAMAN Ketertiban Umum dan Perlindungan HULU
BINJAI HULU
DAN Masyarakat
KETERTIBAN
UMUM
e NIREXT] P— e 0 B ) O S O O SOOI U FORU
oordinasi Upaya Ny
Penyelenggaraan Keluaran:  Jumlah Laporan Kegiatan 23,800,000
Ketenteraman dan §°°rd'|"as' Upaya AN Kantor BINJAI
enyelenggaraan
Ketertiban Umum KoSiSnggaraan | etertibanl 22.350.0000 - 23.000.000 - 23.000.000 - - 23.800.000 - 23.800.000 - 23.800.000 | ecamatan LU
- 4 BINJAI HULU
Hasil Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Upaya
Penyelenggaraan .
Keténteraman dan Ketertiban
7.01.05 Meningkatnya PENYELENGGARAAN 43.470.000,00 434700007777 43.470.000 43.470:000 43.470.000 TTTTTTTTTTTIA3 470000 43.470.000 NIAT
PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN UMUM HuLu
PENYELENGGARAAN Kant
URUSAN antor
PEMERINTAHAN Kecamatan Eill’J\‘I:]SI
UMUM BINJAI HULY
70105207 .470.000,00 4347000077777 43.470.000 43.470:000 43.470.000 TTTTTTTTTTTT 437470000 43.470.000 NJAT
Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kegiatan HULU
Urusan Pemerintahan Keluaran :
N Penyelenggaraan Urusan Kantor
Umum Sesuai Pemerintahan Umum Sesuai BINJAI
Penugasan Kepala . Kecamatan HULU
Daerah BINJAI HULU|
Hasil Terlaksananya
Penyelenggaraan Urusan
Penerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah
Koordinasi Upaya Terlaksananya Koordinasi Upaya Kantor
7.01.04.201 Penyelenggaraan Penyelenggaraan Ketenteraman dan 17.875.000 - 19.805.000 - 10.809.951 - 10.814.904 . 19.819.857 . 10.824.812 . 19.820.769 Kecamatan (314
Ketentgraman dan Ketertiban Umum BINJAI HULU
Ketertiban Umum
Sinergitas dengan Jumlah Laporan Sinergisitas
Kepolisian Negara|Keluaran : dengan POLRI,TNI,dan Instansi 1 Dokumen 19.805.000 | 1 Dokumen 19.809.951 | 1 Dokumen 19.814.904 |1 Dokumen 19.819.857 |1 Dokumen 19.824.812 |1 Dokumen 19.829.769
Republik Indonesia, Vertikal yang dilaksanankan Kantor BINJAI
7.01.04.2.01.01 Tentara Nasional 17.875.000 Kecamatan HULU
Indonesia dan  Instansi et e ettt et ettt ettty ittt Meleinleielelie BINJAIHULU
Vertikal di Wilayah Terlaksananya Koordinasi Upaya
Kecamatan Hasil Penyelenggaraan Ketenteraman 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dan Ketertiban Umum
PROGRAM PEMBINAAN . " . Kantor Kelam
7.01.06 DAN  PENGAWASAN|ringkainyaKualitas Pembinaan dan 39710000| - 45.000.000 |- 45.011.250 |- 45.022.503 | - 45.033.758 |- 34.089.068 |- 45.056.278 Kecamatan  permaj
Pengawasan Pemerintahan Desa BINJAI HULU
PEMERINTAHAN DESA
Fasilitasi, Rekomendasi
dan Koordinasi | Ter! 1ya Fasilitasi, Rek dasi dan Kantor
7.01.06.2.01 pembinaan dan| Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan 39.710.000 | - 45.000.000 |- 45.011.250 | - 45.022.503 |- 45.033.758 |- 34.089.068 45.056.278 [Kecamatan BINJAI
Pengawasan Pemerintahan Desa BINJAI HULU HULU
Pemerintahan Desa
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Keluaran : Penyusunan Peraturan Desa dan 1 Dokumen 8.210.000 | 1 Dokumen 8.212.053 | 1 Dokumen 8.214.106 |1 Dokumen 8.216.159 |1 Dokumen 8.218.213 |1 Dokumen 8.220.268
Peraturan Kepala Desa
Fasilitasi Penyusunan Kantor BINJAI
7.01.06.2.01.01 Peraturan  Desa  dan 9.395.000 e e et Bt HULU
Peraturan Kepala Desa Terlaksanannya Fasilitasi, BINJAIHULU
Hasil Rekomendasi dan Koordinasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Fasilitasi Penerapan dan
Keluaran : Penegakkan Peraturan 1 Dokumen 10.945.000 | 1 Dokumen 10.947.736 | 1 Dokumen 10.950.473 |1 Dokumen 10.953.211 |1 Dokumen 10.955.949 |1 Dokumen 10.958.688
Perundang-undangan yang
Fasilitasi Penerapan dan| berlaku Kantor




7.01.06.2.01.04

Penegakan Peraturan
Perundang-Undangan

Hasil

Terlaksanannya Fasilitasi,

Rekomendasi dan Koordinasi
Pemhinaan dan Penaawasan
Pemerintahan Desa

30.315.000

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

[Kecamatan
BINJAI HULU

BINJA
IHULU

7.01.06.2.01.13

Fasilitasi Penyusunan
Perencanaan
Pembangunan Partisipatif

Keluaran :

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Musrenbang di Tingkat
Kecamatan dan Kabupaten

Hasil

Terlaksanannya Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

1 Dokumen

10.945.000

1 Dokumen

10.947.736

1 Dokumen

10.950.473

1 Dokumen

10.953.211

1 Dokumen

10.955.949

1 Dokumen

10.958.688

[Kantor

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1
BINJAIHULU

BINJA
IHULU

7.01.06.2.01.17

Koordinasi Pendampingan
Desa di Wilayahnya

Keluaran :

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Monitoring  Pembangunan  di
Tingkat Desa
Jumlah Laporan Pelaksanaan
Pembinaan Kelompok
Masyarakat

Hasil

Terlaksanannya Fasilitasi,
Rekomendasi dan Koordinasi
Pemhinaan dan Pennawasan

Pemerintahan Desa

1 Dokumen 1
Dokumen

14.900.000

1 Dokumen 1
Dokumen

14.903.725

1 Dokumen
1 Dokumen

14.907.451

1 Dokumen
1 Dokumen

14.911.178

1 Dokumen
1 Dokumen

14.914.906

1 Dokumen
1 Dokumen

14.918.634

[Kantor
[Kecamatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

BINJAI HULU

BINJAI
HULU




Kode Perangkat Daerah : 7.01.2.13.1.05.04.0000
Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Binjai Hulu

Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kab. Sintang Tahun Periode 2025 sd 2030
Sub Tahap Rancangan Awal

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Kondisi Kinerja Unit Kerja
Program dan Tujuan, Sasaran, Capaian Pada Akhir Perangkat
Tujuan Sasaran Kode gre Program (Outcome) P Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Periode Renstra | Daerah Pen Lokasi
Kegiatan . Awal Perenc
dan Kegiatan anaan Perangkat anggung
(Output) Daerah Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Meningkatnya reformasi birokrasi dan optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Binjai Hulu
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
Nilai AKIP 62,7 Nilai 65 Nilai 95.864.000,00 70 Nilai 97.064.000,00 75 Nilai 99.780.000,00 77,5 Nilai | 101.600.000,00 80 Nilai 104.068.000,00 80 Nilai Kecamatan
Binjai Hulu
7.01.02.2.01 | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
Terselenggaranya 100 % 100 % 44.364.000,00 100 % 45.364.000,00 100 % 46.780.000,00 100 % 47.300.000,00 100 % 48.368.000,00 100 % Kecamatan
Koordinasi Binjai Hulu
Penyelenggaraan
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
7.01.02.2.02 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
Terselenggaranya 100 % 100 % 20.700.000,00 100 % 20.700.000,00 100 % 21.000.000,00 100 % 21.300.000,00 100 % 21.700.000,00 100 % Kecamatan
Peningkatan Binjai Hulu
Efektifitas
pelaksanaan pelayan
kepada masyarakat
di wilayah
Kecamatan
7.01.02.2.04 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Terselenggaranya 100 % 100 % 30.800.000,00 100 % 31.000.000,00 100 % 32.000.000,00 100 % 33.000.000,00 100 % 34.000.000,00 100 % Kecamatan
Pelaksanaan Urusan Binjai Hulu
Pemerintahan Yang
Di Limpahkan
kepada Camat

7.01.04

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Kondisi Kinerja Unit Kerja
Program dan Tujuan, Sasaran, Capaian Pada Akhir Perangkat
Tujuan Sasaran Kode gre Program (Outcome) P Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Periode Renstra | Daerah Pen Lokasi
Kegiatan . Awal Perenc
dan Kegiatan anaan Perangkat anggung
(Output) Daerah Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Nilai AKIP 62,7 Nilai 65 Nilai 22.350.000,00 70 Nilai 22.700.000,00 75 Nilai 23.000.000,00 77,5 Nilai | 23.500.000,00 80 Nilai 23.800.000,00 80 Nilai Kecamatan
Binjai Hulu
7.01.04.2.01 | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Terlaksananya 100 % 100 % 22.350.000,00 100 % 22.700.000,00 100 % 23.000.000,00 100 % 23.500.000,00 100 % 23.800.000,00 100 % Kecamatan
Koordinasi Upaya Binjai Hulu
Penyelenggaraan
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Nilai Akip 62,7 Nilai 65 Nilai 43.470.000,00 70 Nilai 43.470.000,00 75 Nilai 43.470.000,00 77,5 Nilai | 43.470.000,00 80 Nilai 43.470.000,00 80 Nilai Kecamatan
Binjai Hulu
7.01.05.2.01 | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Terlaksananya 100 % 100 % 43.470.000,00 100 % 43.470.000,00 100 % 43.470.000,00 100 % 43.470.000,00 100 % 43.470.000,00 100 % Kecamatan
Penyelenggaraan Binjai Hulu
Urusan
Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan
Kepala Daerah
Meningkatnya Status Desa
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
Nilai AKIP 62,70 Nilai 65 Nilai 51.000.000,00 70 Nilai 52.500.000,00 75 Nilai 54.000.000,00 77,5 Nilai | 56.388.888,00 78 Nilai 58.888.888,00 78 Nilai Kecamatan
Binjai Hulu
7.01.03.2.01 | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Terlaksananya 100 % 100 % 51.000.000,00 100 % 52.500.000,00 100 % 54.000.000,00 100 % 56.388.888,00 100 % 58.000.000,00 100 % Kecamatan
Koordinasi Kegiatan Binjai Hulu
Pemberdayaan Desa
7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
Nilai AKIP 62,70 Nilai 65 Nilai 45.000.000,00 70 Nilai 46.300.000,00 75 Nilai 47.600.000,00 77,5 Nilai | 48.800.000,00 80 Nilai 50.000.000,00 80 Nilai Kecamatan
Binjai Hulu




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Kondisi Kinerja Unit Kerja
Program dan Tujuan, Sasaran, Capaian Pada Akhir Perangkat
Tujuan Sasaran Kode gre Program (Outcome) P Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Periode Renstra | Daerah Pen Lokasi
Kegiatan . Awal Perenc
dan Kegiatan anaan Perangkat anggung
(Output) Daerah Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
7.01.06.2.01 | Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Terlaksanannya 100 % 100 % 45.000.000,00 100 % 46.300.000,00 100 % 47.600.000,00 100 % 48.800.000,00 100 % 50.000.000,00 100 % Kecamatan
Fasilitasi, Binjai Hulu
Rekomendasi dan
Koordinasi
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan Desa
Terwujudnya tata kelolah Pemerintahan yang baik,bersih,dan Kalaboratif
Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital
X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Nilai AKIP 62,5 Nilai 68,50 2.409.344.280,00 | 70,00 2.509.344.280,00 | 75,50 2.609.344.280,00 | 78,88 2.709.344.280,00 | 80,00 2.809.344.280,00 | 80,50 Nilai Kecamatan
Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai Binjai Hulu
X.XX.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Terlaksananya 100 % 100 % 2.016.755.280,00 | 100 % 2.116.755.280,00 | 100 % 2.216.755.280,00 | 100 % 2.316.755.280,00 | 100 % 2.416.755.280,00 | 100 % Kecamatan
Administrasi Binjai Hulu
Keuangan Perangkat
Daerah
X.XX.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Terlaksananya 100 % 100 % 67.178.000,00 100 % 67.178.000,00 100 % 67.178.000,00 100 % 67.178.000,00 100 % 67.178.000,00 100 % Kecamatan
Administrasi Binjai Hulu
Kepegawaian
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah
Terlaksananya 100 % 100 % 125.458.000,00 100 % 125.458.000,00 100 % 125.458.000,00 100 % 125.458.000,00 100 % 125.458.000,00 100 % Kecamatan
Administrasi Umum Binjai Hulu
Perangkat Daerah
X.XX.01.2.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah




Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Indikator Kinerja Data Kondisi Kinerja Unit Kerja
Program dan Tujuan, Sasaran, Capaian Pada Akhir Perangkat
Tujuan Sasaran Kode gre Program (Outcome) P Tahun-1 Tahun-2 Tahun-3 Tahun-4 Tahun-5 Periode Renstra | Daerah Pen Lokasi
Kegiatan . Awal Perenc
dan Kegiatan anaan Perangkat anggung
(Output) Daerah Jawab
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target
Terlaksananya 100 % 100 % 62.000.000,00 100 % 62.000.000,00 100 % 62.000.000,00 100 % 62.000.000,00 100 % 62.000.000,00 100 % Kecamatan
Pengadaan Barang Binjai Hulu
Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
X.XX.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya 100 % 100 % 111.453.000,00 100 % 111.453.000,00 100 % 111.453.000,00 100 % 111.453.000,00 100 % 111.453.000,00 100 % Kecamatan
Penyediaan Jasa Binjai Hulu
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
X.XX.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Terlaksananya 100 % 100 % 26.500.000,00 100 % 26.500.000,00 100 % 26.500.000,00 100 % 26.500.000,00 100 % 26.500.000,00 100 % Kecamatan
Pemeliharaan Binjai Hulu
Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan
Pemerintahan
Daerah
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